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ABSTRAK

RENAL TRI SAPUTRA ADAM, NIM H11.16.325 JUDUL KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ”. Dibimbing oleh Baso Salewangeng dan Yeti S.Hasan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kewenangan badan pengawas pemilihan umum sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ; dan (2) Mengetahui kewenagan badan pengawas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif.Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekuder dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.) Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai beberapa kewenangan yaitu: (a).Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu termasuk di dalamnya adalah keputusan-keputusan KPU; (b).Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yangberwenang; (c).Menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final and binding; (d).Membentuk Bawaslu Provinsi;dan (e).Mengangkat dan memberhentikan anggota BawasluProvinsi.2.) Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih banyak, luas dan rinci jika dibandingkan peraturan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum termasuk kewenagan adjudikasi dalam hal pelanggaran administrasi pemilu.

Rekomendasi penelitian ini yakni disarankan 1) Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam menindak pelanggaran pemilu sehingga disebut sebagai lembaga quasi peradilan, sehingga Bawaslu harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang kewenangan yang sangat penting dalam pengawasankepemiluan. 2).Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan pemilu serta dapat bersinergi dengan Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil, sertademokratis. 3) Dengan mendasarkan penilaian pada hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan umum 2019 maka perlu adannya penyempurnaan dalam perluasan kewenagan yang telah diberikan oleh UU No 7 Tahun 2017 kepada Bawaslu.

Kata kunci : Kewenangan , Bawaslu dan Penyelenggaraan Pemilu 2019

ABSTRACT

RENAL TRI SAPUTRA ADAM, NIM H11.16.325 TITLE OF AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BOARD IN ORGANIZING GENERAL ELECTIONS IN 2019 ". Supervised by Baso Salewangeng and Yeti S.Hasan.

This study aims to (1) Determine the authority of the general election supervisory body as regulated in Law number 15 of 2011 concerning election organizers; and (2) Knowing the authority of the general election supervisory body as regulated in law number 7 of 2017 concerning general elections.

This research is a normative juridical research with a comparative approach. By using primary and secondary legal material with data collection techniques namely literature study.

The results of this study indicate that: 1.) Bawaslu in Law Number 15 of 2011 concerning Election Organizers, Bawaslu has several authorities, namely: (a). Receiving reports of alleged violations of the implementation of laws and regulations regarding elections including KPU decisions; (b). Receive reports of alleged violations of the election administration and review reports and findings, and recommend them to the authorities; (c). Settling election disputes whose decisions are final and binding; (d). Establishing Provincial Bawaslu; and (e). Appoint and dismiss members of the Provincial Bawaslu.2.) Bawaslu in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is more extensive, broad and detailed when compared to the same regulations in Law Number 15 of 2011 concerning Election Organizers including the authority of adjudication in the case of violations of election administration.

The recommendations of this research are: 1) Bawaslu has great authority in cracking down on election violations so that it is referred to as a quasi-judicial institution, so that Bawaslu must prepare qualified and competent human resources to support the authority that is crucial in electoral oversight. 2). The community must play an active role in conducting election oversight and can work together with Bawaslu to prevent election violations in an effort to create clean, honest and fair elections, and democratic. 3) By basing the assessment on the results of the evaluation of the 2019 general election, it is necessary to improve the authority granted by Law No. 7 of 2017 to Bawaslu.

Keywords: Authority, Bawaslu and 2019 Election Implementation
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BAB I 
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia.Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil.Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasonal, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakanpemilu.
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri.Keberadaan KPU sebagai salah satu lembaga negara independen di Indonesia sangat penting.KPU harus bersifat mandiri atau independen karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus bersifat netral, tidak diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu.Kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunya peran yang penting untuk mencapai tujuan pemilu yang demokratis.
Selain keindependensian dari KPU, kriteria demokratis dalam hal penyelenggaraan pemilu juga ditentukan dengan keindependensian lembaga pengawasnya.Keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran.Pengawas pemilu pertama kali muncul ada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak).Namun posisi panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu masih belum jelas.Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum (pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum) sesuai dengan tingkatanya.
Hal ini memperlihatkan bahwa posisi panwaslak masih diawasi oleh lembaga yang menanunginya.Baru pada tahun 1999 lembaga pengawasan pemilu bisa dikatakan mandiri.Lembaga pengawas pemilu atau yang disebut dengan panwas dalam menjalankan tugas dan kewenagannya tidak bertanggung jawab terhadap KPU.Panwas sendiri masih bersifat ad hoc.Namun dalam praktiknya di lapangan, keberadaan panitia pengawas ini belum bisa bekerja secara efektif dikarenakan banyak faktorpenghambat.
Pasca reformasi, keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu.Undang- undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.Kemudian muncul lagi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).Namunsetelah diundangkanya UU 22 Tahun 2007 ini, muncul perdebatan mengenai kelembagaan bawaslu yang tidak disebutkan dalam pasal 22E UUD 1945 yang kemudin diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian akan permasalahan diatas. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap danmandiri.

Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang- undang ini sendiri berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi No 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :
“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.”

Dari Pasal 1 angka 5 tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa posisi Bawaslu semakin jelas dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilu.Undang-undang No. 15 Tahun 2011 memperkuat kedudukan bawaslu.Beberapa pasal mengaturtentang kewenangan dan tugas Bawaslu diantaranya yaitu, Pasal 69 ayat (2) mengatur Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap.Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat dihapuskan dalam UU No. 22 Tahun 2007 dikembalikan kembali kepadaBawaslu.
Meskipun UU No. 15 Tahun 2011 telah menguatkan posisi Bawaslu dengan peraturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun fakta dilapangan memperlihatkan belum maksimalnya pengawasan oleh Bawaslu. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terlihat pada saat proses pelaksanaan pemilu 2014. Berdasarkan data dari Perludem, terdapat peningkatan kasus PHPU ke Mahkamah Konstitusi.Terdapat 902 kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada saat pelaksanaan pemilu 2014. Alasan diajukannya PHPU ini karena dugaan adanya pelanggaran pada saat proses pemilu.
Beberapa bentuk kecurangan tersebut seperti penggembosan dan penggelembungan suara (59%), kesalahan penghitungan suara (29%), manajemen penyelenggaraan pemilu (7%), netralitas penyelenggara (3%)dll.

Beberapa temuan kasus pelanggaran pemilu juga memperlihatkan ketidakmaksimalan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.Beberapa kasus tersebut seperti pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan melalui salah satu televisi nasional.Atas laporan tersebut, Bawaslu mengeluarkan status laporan Iklan Golkar merupakan pelanggaran tindak pidana pemiluyang kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, namun pihak Mabes Polri mengeleuarkan SP3 atas laporan tersebut.
Kasus selanjutnya adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai undang-undang dan peratura KPU.Meskipun telah dilakukan penindakan secara responsif dengan pencabutan alat peraga, namun tidak adanya sanksi tegas bagi para kandidat yang melanggar tidak menimbulkan efek jera.
Pelanggaran tindak pidana pemilu berupa politik uang menjadi temuan kasus selajutnya, dimana atas kasus ini tidak ada kabar informasi tindak lanjut dari Bawaslu tentang laporan tersebut.
Data diatas menjadi acuan dasar untuk menilai bahwa Bawaslu belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif dan juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa pemilu berlangsung.
Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu  oleh Bawaslu dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk. Sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas pemilu, ketidakefektifitasan kinerja Bawaslu akan mempengaruhi hasil pemilu, sehingga pemilu yang demokratis tidak tercapai. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenanganya perlu menjadi catatan penting untukdiperbaiki.
Menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 rancangan undang- undang pemilu mulai dibahas kembali oleh DPR dan pemerintah yangkemudian melahirkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU No.7 Tahun 2017 ini kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam UU No.7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan limerja sebelumnya.
Uraian latar belakang masalah tersebut diatas, telah memberikan gamabran terkait sejarah terbetuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia, selain daripada itu telah di terangkan pula bahwa besarnya harapan yang digantungkan pada lembaga pengawas pemilu masih jauh darikata terwujud dengan melihat fakta dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, khususnya dalam pemilihan umum 2019. Oleh sebab dalam kesempatan kali ini, penulis mengangkat judul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019”  

1.2. RumusanMasalah
1. Bagaimanakahkewenangan Bawasludalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum di tinjau dariUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelanggara Pemilu?
2. Bagaimanakahkewenangan Bawaslu dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum?
1.3. TujuanPenelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:
1. Kewenangan Bawaslu Sebgaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum
2. Kewenangan Bawaslu Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti khususnya dan masyarakat pada umum terkait kewenangan badan pengawas pemilu (Bawaslu)
2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan kewenangan yang dimiliki oleh badan pengawas pemilihan umum, sehingga proses demokrasi yang diselenggarakan dapat berjalan sebagaimana asas pemilihan umum yakni langsung,umum, bebas dan rahasisa serta jujur dan adil.    

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

2.1.1. PengertianDemokrasi
Demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan.Abraham Lincoln memberikan pengertian tentang demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. R. Kranenburg memaknai demos dan kratos sebagai cara memerintah oleh rakyat.
Rakyat menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara.Pelaksanaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat.Pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat.

Menurut J.J Rousseau yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau volonte generale, yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum.

Membicarakan demokrasi mengharuskan kita melihat pada sejarah dan perkembangan demokrasi itu sendiri. Konsep tentang demokrasi pertama kalimuncul pada zaman Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM.Pelaksanaan demokrasi pada zaman Yunani Kuno ini digambarkan dengan bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Demokrasi yang seperti ini adalah demokrasi langsung (direct democracy).Pelaksanaan demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno ini berjalan secara efektif karena dilaksanakan secara sederhana, mengingat wilayahnya yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, dan hanya warga resmi lah yang menjalankan ketentuan- ketentuan demokrasi.
Menurut Hans Kelsen, ide demokrasi berawal dari keinginan manusia untuk menikmati kebebasan (free will). Kebebasan yang mungkin didapat dalam masyarakat, dan khususnya di dalam negara, tidak bisa berarti kebebasan dari setiap ikatan, tetapi hanya bisa berupa kebebasan dari satu macam ikatan tertentu.
Dalam hal ini contoh yang digunakan adalah kebebasan politik. Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic Theory memberi definisi sebagai berikut:

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of politicalfreedom.”
Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkanatas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Pengertian di atas menjelaskan poin-poin demokrasi sebagai sistem politik.
Aristoles memberikan ciri-ciri demokrasi, sebagai berikut:

b. Pemilihan pejabat oleh semua untuksemua;
c. Pemerintahan oleh semua untuk masing-masing dan masing-masing pada gilirannya untuksemua;
d. Jabatan diiisi dengan cara undian, atau oleh semuanya, atau tidak sama sekali berdasarkan pengalaman atauketerampilan;
e. Masa waktu jabatan tidak didasarkan pada kualifikasi pemilikan harta kekayaan;
f. Orang yang sama tidak akan menduduki jabatan yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dilakukan, harus sangatlah jarang dan hanya dalam hal berhubungan dengan keadaanperang;
g. Masa jabatan yang sesingkatmungkin;
h. Juri harus dipilih dari seluruh warga dan mengadili semua hal penting dan dalam tingkat yang tertinggi seperti hal-hal yang mempengaruhi konstitusi dan perjanjian antarindividu;
i. Dewan sebagai kekuasaan yang berdaulat dalam segala hal atau paling tidak, hal-hal yang penting. Pejabat-pejabat tidak mempunyai kewenangan kedaulatan kepada yang lain ataupun pada sedikitorang;
j. Gaji untuk anggota dewan, hakim peradilan, dan pejabat pemerintahan adalah sama besarnya sebagaimana warga biasa yang berhak mendapatkan makan dalam menjalankanjabatannya;
k. Karena kelahiran, kekayaan, dan pendidikan adalah tanda-tanda dalam menentukan oligarki, dengan demikian, hal yang sebaliknya, yaitu: dilahirkan dari kalangan rendah, berpendapatan rendah, dan pekerjaan kasar, adalah ciri dari demokrasi;
l. Tidak ada jabatan yang mempunyai masa berulang bersambung, dan jika diperlukan, pengisian jabatan tersebut harus dilakukan secara undian dari calon-calon yangada.
Seiring berjalannya waktu, pengertian mengenai demokrasi banyak bermunculan. Sesuai dengan apa yang disampaikan UNESCO bahwa ide demokrasi dianggap ambiguos atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketidaktentuan.
 Namun dari sekianbanyak pengertian dan pemikiran mengenai demokorasi, ada dua kelompok aliran penting dalam demokrasi yaitu kelompok demokrasi konstitusional dan satu kelompok lain yang mengatakan dirinya demokrasi namun berpijakan pada komunisme. Perbedaan kedua kelompok aliran ini adalah demokrasi konstitusional membatasi kekuasaaan pemeritahan dan tunduk pada rule of law, sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme tidak membatasi kekuasaan pemerintah dan bersifat totaliter. Secara umum prinsip- prinsip demokrasi demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Adanya pemilihan umum yangbebas
3. Adanya manajemen yangterbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yangbebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkanhukum
8. Adanya pers yangbebas
9. Adanya beberapa partaipolitik
10. Adanya musyawarah
11. Adanya persetujuan
12. Adanya pemerintahan yangkonstitusional
13. Adanya ketentuan tentangpendemokrasian
14. Adanya pengawasan terhadap administrasinegara
15. Adanya perlindungan hakasasi
16. Adanya pemerintahan yangmayoritas
17. Adanya persaingan keahlian
18. Adanya mekanismepolitk
19. Adanya kebebasan kebijakan negara
20. Adanya pemerintah yang mengutamakanmusyawarah.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi fenomena dimana banyak negara yang menjadikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegaranya.Fenomena ini seakan mengisyaratkan bahwa demokrasi merupakan sistemterbaik. Hal ini sesuai dengan laporan studi UNESCO yang menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.
 Alasan atau pertimbangan dipilihnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik sehingga digunakan sebagai dasar kehidupan oleh banyak negara didasari oleh hal-hal berikut:

a. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam danlicik;
b. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi waga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidakdemokratis;
c. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebihluas;
d. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;
e. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya;
f. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
g. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebihtotal;
h. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebihtinggi;
i. Demokrasi modern tidak membawa peperangan Negara Penganutnya;dan
j. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganutdemokrasi.
MenurutLiyphard sebuah Negara dapat dikatakan demokrasi jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggotaperkumpulan;
2) Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutansuara;
4) Ada kesempatan untuk dipilih atu menduduki beragai jabatan pemerintah ataunegara;
5) Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atausuara;
6) Ada pemilihan bebas danjujur;
7) Terdapat berbagai sumberinformasi;
8) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung kepada keinginanrakyat.
Pelaksanaan demokrasi di setiap negara bisa berbeda, tergantung bagaimana negara tersebut memberikan keleluasaan hak dan kewajiban kepada warganya untuk ikut dalam menjalankanpemerintahan.
1. Macam-macamDemokrasi
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, demokrasi pun mengalami perkembangan sehingga banyak menimbulkan variasi. Perkembangan ini disebabkan karena demokrasi sebagai salah satu sistem politik dimana didalamnya terdapat aktor-aktor politik yang dengan caranya memaknai demokrasi untuk kemudian dikaitkan dengan sejarah, kultur dan kepentingan mereka.
Model-model demokrasi yang berkembang didasarkan oleh beberapa prinsip antara lain yaitu prinsip historis dan juga prinsip ideologis. Demokrasi yang digolongkan pada prinsip historis lebih menekankan kepada bagaimana cara masyarakat menyampaikan pendapatnya atau melalui saluran aspirasi yang seperti apa. Pada prinsip historis ini demokrasi dibagi menjadi dua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Demokrasi langsung ini sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan masyarakat Atena pada zaman Yunani Kuno. Mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan dengan cara menghadiri rapat-rapat yangdiadakan oleh pemerintah sehingga dalam kesempatan tersebut masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat.

Demokrasi tidak langsung atau biasanya disebut dengan demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dimana rakyat diberikan hak namun menyerahkannya kepada wakilnya untuk ikut serta melakukan kegiatan- kegiatan negara. Demokrasi perwakilan ini muncul akibat dari semakin bertambahnya populasi penduduk dengan luas wilayah negara yang besar dimana ada keterbatasan fasilitas sehingga susah untuk menghimpun seluruh warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam prinsip ideologis, demokrasi dapat digolongkan dalam beberapa golongan berdasarkan pandangan hidup atau ideologi yang dianut olehnegara tersebut. Demokrasi dalam prinsip ideologisyaitu:

a. Demokrasiindividual
Demokrasi individual ini hampir sama dengan demokrasi langsung yang pernah dilaksanakan di Atena Yunani, yang mana didasarkan pada paham individualisme
b. DemokrasiLiberal
Demokrasi ini didasarkan pada paham liberalisme dimana hak warga negara dominan dalam demokrasi ini.Dalam demokrasi liberal kekuasaan pemerintah terbatas, tidak banyak ikut campur urusan kehidupan masayarakat.
c. DemokrasiRakyat
Demokrasi ini didasarkan pada paham sosialisme atau paham komunisme.Kedua paham ini megutamakan kepentingan negara/komune dan mengabaiakan kepentingan komune.Berbeda dengan demokrasi liberal, meskipun bernamakan demokrasi rakyat namun dominasi pemerintah lah yang terlihat.Pemerintah memiliki kekuasaan yang tak terbatas yang mana mengabaiakan aspirasi rakyat.
d. DemokrasiPancasila
Demokrasi ini berdasarkan pada falsafah negara Indonesia, dimana Pancasila yang menjadi dasarnya.Pelaksanaan dari demokrasi Pancasila ini mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan seluruh rakyat.
2. Demokrasi diIndonesia
Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa Indonesia menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi yang ditetapkan melalui UUD 1945.Dianutnya paham demokrasi secara langsung dan kedaulatan berada ditangan rakyat.Demokrasi sebagai sistem pemerintah dari rakyat, yang berarti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-citanya.Pemerintahan ini harus berdiri dan berjalan sesuai dengan filsafat hidup masyarakat. Di Indonesia, Pancasila lah menjadi filsafat hidup masyarakatnya sehingga demokrasi yang digunakan yaitu Demokrasi Pancasila.
Sejak Proklamasi 1945 perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanannya.Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya yang beraneka ragam, mengharuskan adanya peningkatan kehidupan ekonomi dan peningkatan kehidupan sosial politik.Pemenuhan kebutuhan kehidupan rakyat ini dilaksanakan melalui sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building denga pasrtisipasi rakyat untuk mencegah timbulnya diktator.Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalammewujudkan demokrasi politik di Indonesia.
Mereka percaya, bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat masa, yaitu:
a. Masa Republik Indonesia I(1945-1959)
Dalam masa ini demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan oleh karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.Demokrasi parlementer ini dimulai sebulan setelah proklamasi yang kemudian diperkuat dalam UUD 1950.Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik.

Pada masa demokrasi parlementer ini telah lahir partai-partai politik yang mana partai-partai politik ini memainkan peran sentral dalam kehidupan politik dan pemerintahan.Fragmentasi partai politik ini kemudian memunculkan koalisi antara partai besar dan partai kecil.Namun, keberadaan koalisi ini kurang mantap dan partai dalam koalisi ini bisa menarik dukungannya sewaktu-waktu.Hal ini menyebabkan kabinet sering kali tidak bertahan lama karena terdapat perpecahan dalam koalisi itusendiri.

Partai-partai oposisi pun tidak bisa memberikan ide-ide atau saran yang konstruktif namun hanya menonjolkan pada hal-hal negatif dari posisinya sebagai partai oposisi.Hal-hal seperti ini menyebabkan keadaan nasional menjadi tidak stabil.Melihat hal ini dan dipengaruhi oleh dorongan beberapa pihak, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945.Dengan berlakunya Dekrit Presiden ini maka demokrasi parlementer pun berakhir.

b. Masa Republik Indonesia II(1959-1965)
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.Roeslan Abdul Gani menjelaskan bahwa yang dimaksud Demokrasi Terpimpin adalah”... yang memimpin bukanlah seseorang, melainkan suatu cita-cita revolusi kita, yang terkenal sebagai dasar negara kita, yakni Pancasila.Jadi, yang memimpin adalah Pancasila.”

Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menjelaskan butir-butir pokok demkrasi terpimpin dalam dua kategori: (1) setiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara.(2) setiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan negara.
Dalam demokrasi terpimpin ini tidak mengenal adanya prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat, melainkan musyawarah mufakat.Pelaksanaan demokrasi terpimpim pada dasarnya mewajibkan kepadasetiapnegarauntukberbaktikepadakepentinganumum,masyarakat,bangsa dan negara.
Namun dalam pelaksanaanya, konsep Demokrasi Terpimpin mengalami penyimpangan yang jauh.Hal ini bisa dilhat dari adanya dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini yaitu dengan adanya penyimpangan terhadap UUD 1945. UUD 1945 mengatur bahwa Presiden diberi kesempatan untuk bertahan selama lima tahun, namun TAP MPRS No. III/1963 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup membatalkan hal tersebut.
 Fakta yang lain yaitu,  pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
 Dominasi Presiden juga terlihat dengan tidak adanya check and balances legislatif daneksekutif.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan konsep demokrasi terpimpin, maka pada waktu itu Presiden Soekarno membentuk Front Nasional untuk menghindarkan ketegangan antar partai politik.Namun keberadaan Front Nasional ini dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk melaksanakan taktik Komunisme Internasional.Partai politik dan pers yang dianggap menyimpangdi bredel.Munculnya G 30 S/PKI menjadi akhir dari masa demorkrasi terpimpin ini.
c. Masa Republik Indonesia III(1965-1998)
Seiring jatuhnya rezim orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno muncul Demokrasi Pancasila.Kemunculan dari demokrasi Pancasila ini sebagai pengganti dari pelaksanaan demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan Pancasila.Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, UUD 1945 serta Ketetapan-Ketetapan MPRS.
Demokrasi Pancasila itu sendiri adalah demokrasi berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran.Kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan Demokrasi terpimpin yang lalu, di masa demokrasi Pancasila ini dikoreksi kembali.Jabatan seumur hidup presiden yang diatur dalam TAP MPRS No.III/1963 dibatalkan.Ditetapkannya kembali asas kebebasan badan-badan pengadilan.Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diberikan hak kontrol selain itu peraturan DPR Gotong Royong juga meniadakan pasal yang memberi kewenangan kepada Presiden jika tidak terjadi mufakat antar badan legislatif.Pemimpinnya tidak lagi mempunyai status menteri.ABRI mempunyai landasan konstitusional yang lebih formal.Kebebasan lebih luas diberikan kepadalembaga pers untuk menyatakan pendapatnya.
Hal-hal di atas bertujuan agar Demokrasi Pancasila atau yang biasa disebut orde baru dapat membenahi kekurangan pada zaman orde lama, utamanya mengenai hancurnya sistem demokrasi dan jatuhnya ekonomi nasional.
Meskipun telah dilakukan koreksi sedemikian rupa atas kekurangan pada demokrasi terpimpin yang terdahulu, namun dalam pelaksanaanya, Orde Baru ini pun juga mempunyai kekurangan.Pada masa ini, kekuasaaan kembali terpusat pada Presiden.Presiden Soeharto menjadi sosok yang sangat dominan dalam pelaksanaan politik Indonesia.Hal ini didukung dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia pada saat itu.Dukungan dari ABRI pun juga menjadi salah satu faktor pendukung.
Hal yang mencolok pada masa orde baru yang berkaitan dengan demokrasi adalah, prinsip monoloyalitas yang mengharuskan Pegawai Negeri  Sipil (PNS) untuk memilih Partai Golongan Karya dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilu dalam masa ini sebenarnya sudah berjalan baik dan konsekuen setiap lima tahun sekali, namun dalam pelaksanaanya tidak diikuti dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Semua partai politik selain Golkar dipersulit dalam proses pemilu. Sehingga dapat dipastikan bahwa Golkar yang akan keluar sebagai pemenangpemilu.

Dominasi Presiden Soeharto mengakibatkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang pesat.Tidak adanya isntitusi/lembaga yang melakukan pengawasan kepada Presiden menyebabkan adaya penyalahgunaankekuasaan (abuse of power). Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disinyalir mempunyai tujuan lain untuk mengutungkan kroni presiden.
Demokrasi Pancasila pada rezim ini bisa dikatakan hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktik.Sebab dalam rezim ini, sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Jika dilihat secara keseluruhan, ciri yang menonjol pada masa Orde Baru ini adalah:

a) Dominanya peranan ABRI;
b) Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusanpolitik;
c) Pengebirian fungsi dan partaipolitik;
d) Campur tangan pemerintah dalam berbagai partai politik danpublik;
e) Masa mengambang;
f) Monolitisasi ideologinegara
g) Inkorporasi lembaganon-pemerintah;
Seiring berjalannya waktu, muncul penolakan-penolakan atas apa yang terjadi dalam pemerintahan. Ketidakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintah dan maraknya KKN yang terjadi menggerakkan elemen masyarakat untuk melakukan protes yang terjadi hampir diseluruh Indonesia. Puncaknya pada bulan Mei tahun 1998 dimana elemen mahasiswa yang melakukan unjuk rasa berhasil menduduki gedung MPR/DPR.Gerakan mahasiswa ini berhasil mengubah pemikiran elite politik untuk ikut mendorong agar Presiden Soeharto mundur sebagai presiden. Situasi politik nasional yang sangat tidak kondusif ditambah dengan tuntutan mundur sebagai Presiden, membuat Presiden Soeharto untuk memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 20 Mei 1998 dan sekaligus menjadi akhir dari masa ordebaru.
d. Masa Republik Indonesia IV(1998-sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru menandai era reformasi bagi bangsa Indonesia.Reformasi diharapkan menjadi transisi yang baik bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebaik mungkin. Perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam hal pelaksanaan demokrasi diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran akan demokrasi itu sendiri. Pelanggaran terhadap demokrasi itulah yang disadari menyebabkan penderitaan rakyat.
Pemerintah pada awal era reformasi dengan Presiden Habibie sebagai kepala negara saat itu, melaksanakan langkah-langkah baru dalam proses demokratisasi. Langkah yang dilakukan adalah mengesahkan Undang-undang politik yang lebih demokratis sehingga pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilu yang demokratis.Langkah penting lainnya yang dilakukan yaitu penghapusan dwifungsi ABRI yang mana fungsi sosial politik dihilangkan sehingga hanya menjadi satu fungsi yakni fungsi pertahanan.

Dalam proses mewujudkan cita-cita pemeritahan yang demokratis, terobosan penting yang dilakukan adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun yakni tahun 1999-2002. Dalam amandemen ini peranan DPR sebagai lembagalegislatifdiperkuat,semuaanggotaDPRdipilihdalampemilu,pengawasan presiden lebih diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat.

Dalam amandemen UUD 1945 pemilihan umum mempunyai bentuk baru yakni pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004 hingga saat ini. Bukan hanya memilih Presiden dan wakil Presiden, namun pemilihan scara langsung juga digunakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD.Pembaharuan mengenai pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat.Di tingkat daerah, jika dulu kepala daerah dipilih oleh DPRD kini kepala daerah dipilih juga melalui pemilihan kepala daerah.

Meskipun dengan serangkaian perubahan untuk demokratisasi namun  tetap ada celah kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Masih ditemukannya money politic menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan dan diatasi.Meskipun begitu perbaikan demokrasi di Indonesia harus tetap berjalan seiring dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan diatas yang mana telah menguatkan pondasi demokrasi Indonesia untuk bisa dikembangkan lebihbaik.
2.2. PemilihanUmum
Demokrasi sebagai sebuah sistem dimana kekuasan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menempatkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara.Pemahamanseperti ini yang kemudian disebut dengan kedaulatan rakyat. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.
 Saat ini banyak negara yang menggunakan  demokrasi sebagai landasan kehidupan bernegara. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang palingbaik.
Salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum.Pemilihan umum dianggap sebagai tujuan demokrasi.Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi liberal atas sistem politik yang dibangunnya.
 Setidaknya ada empat tujuan pemilihan umum yaitu: a) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; c) untuk melaksankan prinsip kedaulatan rakyat; d) untuk melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.
Karena luas wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk, demokrasi yang dipergunakan oleh negara- negara modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.
 Oleh karena itu, pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Para wakil rakyat ini bertindak atas namarakyat, dan wakil-wakil rakyat ini yang nantinya akan menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang akan dicapai.
Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyataka bahwa: 

1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilihnya dengan bebas
2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerinta negerinya
3) Kemauan rakyat haus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Pemilihan umum merupakan mekanisme dimana rakyat bisa menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dalam menentukan pemimpin nasional, sehingga dalam konteks ini tercermin tanggung jawab negara.
 Dalam negara demokrasi pemilu dianggap sangat penting karena akan memberikan legitimasi kekuasaan yang demokratis. Sejalan dengan hal tersebut, International Commision of Jurist dalam kenferensinya di Bangkok pada 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau representative goverment sebagai “a goverment deriving its power and authority are exercised through representative freely chosenandresponsible to them.
Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum merupaka syarat mutlak bagi negara demokrasi dan harus dilaksanakan dengan prinsip free and fairelection.
Secara mendasar terdapat dua pokok prinsip pemilihan umum di dunia, yaitu Single Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) dan Multi Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)
.Sistem Distrik merupakan sistem pemilu tertua dan berdasarkan kesatuan geografis. Sistem distrik adalah suatu sistem pemilu yang mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen, dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut.
Calon yang mendapatkan suara terbanyak yang menjadi pemenangnya.
Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu yang mana kursi tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.Jumlah wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh presentase suara sah yang diraih oleh partai ataukandidatpeserta pemilu dalam distrik tersebut.
Dalam sistem ini sering dibentuk dapil dimana pemenang dari dapil tersebut harus lebih dari satu orang.
Dalam dua sistem pemilihan umum tersebut masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan.Beberapa kekurangan sistem distrik yaitu adanya distorsi yaitu kesenjangan antara jumlah suara dan kursi yang diperebutkan yang mengakibatkan keuntungan untuk partai besar melalui over representation dan merugikan partai kecil melalui under representation.Distorsi ini disebakan oleh banyaknya suara rakyat yang tidak akan terakomodir atau hilang.
 Kekurangan lainnya adalah partai-partai kecil akan kesulitan untuk memenangkan calonnya. Sedangkan kelebihan dari sistem distrik ini adalah lebih cepat, biaya tidak terlalu mahal dan tidak membutuhkan organisasi yang besar serta hubungan antara pemilih dan yang dipilihdekat.

Sama halnya dengan sistem distrik, dalam sistem proporsional juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain yaitu partai kecil memiliki peluang lebih besar untuk tetap memperoleh kursi atau wakil di parlemen. Jumlah suara yang hilang sedikit atau distribusi suara menjadi kursi terjadi secara proporsional.Adapun kekurangan dalam sistem ini adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama, organisasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan sangat besar dan calon-calon yang dipilih tidak terlalu dekat denganpemilih.

Institue for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merumuskan sejumlah standar untuk melihat demokratis atau tidaknya pemilu yang bersumber dari deklarasi dan konvensi Internasional. Standar pemilu demokratis tersebut yaitu: 
a) penyusunan kerangka hukum; 
b) pemilihan sistem pemilu; 
c) penetapan daerah pemilihan; 
d) hak untuk dipilih dan memilih; 
e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; 
f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; 
g) kampanye pemilu yang demokratis; 
h) akses ke media dan kebebasan berekspresi; 
i) pembiayaan dan pengeluaran; 
j) pemungutan suara; 
k) penghitungan dan rekapitulasi suara; 
l) peranan wakil partai dan kandidiat; 
m) pemantauan pemilu; 
n) kepatuhan terhadap hukum; 
o) penegakan peraturan pemilu; dan 
p) lembaga penyelenggarapemilu.

Butler  Dkk,  menyebutkan terdapat 7 (tujuh) kriteria pemilu yang demokratis yaitu:

1. Semua orang dewasa harus memiliki haksuara
2. Pemilu secara teratur dalam batas waktu yangditentukan
3. Semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan
4. Tidak ada kelompok sebstansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukankandidat
5. Adminstrator pemilu harus bertindak adil; tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untukmendiskusikannya
6. Pilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislative sebagaimana ditentukan olehperaturan
7. Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihandiperoleh
Dari kriteria yang disampaikan oleh Butler et.,al, di atas bisa dikatakan bahwa kriteria ini merupakan kriteria yang paling rasional dimana prinsip LUBERJURDIL sudah terkandung didalamnya.
Mackenzie melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Butler dkk.di atas agar pemilu dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan hal yaitu:

1) Adanya pengadilan independen yang menginterpretasikan tentang aturanpemilu
2) Adanya lembaga yang jujur, kompeten dan non partisan untuk menjalankanpemilu
3) Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara alternatif kebijakan yangdipilih
4) Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertenty dari struktur dan pembatasan dalam mencapaikekuasaan.
Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga menempatkan pemilu sebagai salah satu hal terpenting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia pemilihan umum diatur secara tegas dalam pasal 22 E UUD 1945 yang berbunyi:
1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahunsekali;
2) Pemilihan umum diseleggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah;
3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalahperseorangan;
5) Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap danmandiri;
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.
Dari Pasal 22 E UUD 1945 bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Menurut Jimly Asshdiqie pentingnya pemilu dilakukan secara berkala disebabkan oleh:

1) Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakannegara
2) Disamping pendapat rakyat dapat berbubah dari waktu kewaktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternalmanusia
3) Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka ini, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri
4) Pemilihan umum diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabanag kekuasaan eksekutif maupunlegislatif.
Prinsip pemilihan umum free and fair election dalam Pasal 22 E disebut dengan prinsip langsung, umum bersih, jujur dan adil. Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Langsung: pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak bolehdiwakilkan
2) Umum: pemilu dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakansuara;
3) Bebas: pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa paksaan atau intervensi oleh apapun dansiapapun;
4) Rahasia: suara yang diberikan oleh pemilih hanya diketahui oleh si pemilihsendiri;
5) Jujur: pemilu harus dilakukan sesuai dengan aturan untuk memastikan setiapwarganegarayangmemilikihaksuaradapatmenggunakanhaksuaranya sesuai dengan kehendaknya dan setiap sore pemilih memiliki nilai yang sama;
6) Adil: perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada diskriminasi.
Jimly Assidiqie memisahkan asas Luber dan Jurdil berdasarkan keberlakuannya, dan keduannya tidak berada pada tataran pengertian yang sama. Luber menyangkut sifat obyektif yang berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilu atau berkenanan dengan mekanisme Pemilu sedangkan Jurdil terkait dengan sifat subyektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang seharusnya bertindak jujur dan adil.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak Proklamasi. Tercatat sudah sebelas kali pemilihan umum diselenggarakan di Indonesia yaitu dimulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,1999,2004,2009 dan terakhir 2014.
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu nasional pertama yang diselenggarakan.Pemilu ini diselenggarakan dua kali untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante.Pemilu ini menggunakan sistem proporsional.Pemilu 1955 dianggap berhasil oleh dunia internasional karena berlangsung dengan lancar dan sangat demokratis sebab tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap partai.

Setelah pemilu 1955, Indonesia baru kembali melaksanakan pemilu pada tahun 1971 yang mana pada tahun ini rezim orde baru yang berkuasa.Meskipun pemilu terlaksana namun tidak berjalan demokratis karena dilaksanakan tidak jujur dan adil, ketidakseimbangan kontestasi antar peserta pemilu, dan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat.
 Hal ini terus berulang pada saat penyelenggaraan pemilu dalam masa orde baru yaitu tahun 1977, 1982,1987,1992 dan 1997. Dominasi Golkar dalam pemilu orde baru membuat sistem kepartaian menjadi sistem kepartaian hegemonik.
Setelah berakhirnya rezim orde baru, pemilu diadakan kembali pada tahun 1999 dengan berbagai perubahan.Perubahan tersebut yaitu partai politik peserta pemilu banyak bermunculan, adanya pemilu untuk lembaga legislatif baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pemilu 1999 pun dianggapsebagai pemilu terbaik setelah pemilu 1955. Setelah pemilu 1999 dilaksanakan pemilu sebanyak 3 kali yaitu 2004, 2009 dan 2014.Pada pemilu 2004 untuk pertamakalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Secara teorititik, sistem pemilu di Indonesia menggunakan dua model sistem yakni untuk pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka dimana setiap dapil memilih beberapa orang perwakilan dimana untuk menentukan siapa yang akan duduk diparlemen ditetapkan melalui berapa perolehan jumlah kursi tiap parpol kemudian yang akan menduduki kursi tersebut berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.Dalam sistem ini sudah ditetapkan terlebih dahulu bahwa jatah kursi setiap anggota DPD adalah empat setiap daerahnya tanpa pertimbangan wilayah dan jumlahpenduduk.Calon yang lolos adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Tahapan pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislatif mempunyai beberapa perbedaan. Tahapan pemilu legislatif meliputi:
1) Perencanaan dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaranPemilu;
2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftarpemilih;
3) Pendaftaran dan verifikasi pesertapemilu;
4) Penetapan peserta pemilu; Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerahpemilihan;
5) PencalonananggotaDPR,DPD,DPRD
Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
6) Masa kampanyepemilu;
7) Masa tenang;
8) Pemungutan dan penghitungansuara;
9) Penetapan hasilpemilu;dan
10) Pengucapan sumpah janji anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota
Sedangkan tahapan pemilu eksekutif atau pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:
1) Penyusunan daftarpemilih;
2) Pendaftaran bakal Pasangancalon;
3) Penetapan pasangancalon;
4) Masa kampanye;
5) Masa tenang;
6) Pemungutan dan penghitungansuara;
7) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan WakilPresiden
8) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan WakilPresiden
Berdasarkan Pasal 22 E UUD 1945 ayat (5) yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Dibentuklah sebuah lembaga yang diberi naman Komisi Pemilihan Umum.KPU sebagai institusi penyelenggara pemiluharusbertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar.Tanggung jawab KPU ini telah diatur oleh peraturanperundang-undangan.
2.3. PengawasanPemilu
Pelaksanaan pemilu di Indonesia diharapkan bisa berjalan secara demokratis, namun kenyataanya dalam sebelas kali penyelenggaran pemilu masih banyak terjadi kecurangan.Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan tidak hanya oleh peserta pemilu namun juga dilakukan oleh pemerintah.Untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut dibutuhkan pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturanperundang-undangan.

Fokus utama pengawasan pemilu yaitu pencegahan dan penindakan.Pencegahan dilakukan sebelum pelaksanaan. Upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu. Pencegahan ini untuk meminamilisir kecurangan yang sudah direncanakan atau dipetakan sebelumnya.
 Sedangkan penindakan dilakukan melalui kajian atas laporan dugaan pelanggaran serta memberikan rekomendasi jika disimpulkan setelah terjadi pelanggaran atau meneruskan ke lembaga lain jika merupakan kewenangan lembaga lain.

Pelanggaran pemilu yang menjadi objek kajian dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dikategorikan dalam tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau jenis pidana pemilu.
 Dalam pelaksanaanya lembaga pengawas pemilu akan dapat berfungsi secara efektif manakala: (i) posisi lembaga itu independen; (ii) memiliki kewenangan yang cukup; (iii) memiliki personal yang cukup;(iv) memiliki kesempatan yang cukup.

Di Indonesia pelaksanaan pengawas pemilu dikatakan lahir pada tahun 1999.Meskipun pada pemilu sebelum-sebelumnya sudah ada pengawas pemilu, namun pengawas pemilu pada tahun 1999 ini dikatakan pengawasan yang mandiri. Dalam pemilu tahun 1999 ini nama pengawas pemilu adalah panwaslak. Pada pemilu tahun 2004 panwaslak diubah menjadi Panwaslu. Keberadaan pengawas pemilu dalam pemilu di Indonesia masih dipertahankan hingga di tahun 2009 keberadaan pengawas pemilu diperkuat dengan mengganti Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu. Keberadaan Bawaslu ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007.
Dalam UU No 22 Tahun 2007 keberadaan Bawaslu tidak lagi subordinat dengan KPU namun sejajar dengan KPU.Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, lembaga pengawasan harus dipisahkan dari lembaga yang diawasinya.Pensejajaran antara KPU dan Bawaslu dilakukan agar tercipta check and balances.Hal inijuga bertujuan agar pengawas dapat berjalan efektif.Kedudukan Bawaslu yang sejajar dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sempat menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan.Pasalnya dalam pasal 22 E UUD 1945 tidak ada klausul yang menyebutkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Pasal 22 E ayat (5) hanya menyebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” yang kemudian dimaknai bahwa KPU lah  institusi yang berhak menyelenggarakanpemilu.
Namun perdebatan itu berakhir seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pengujian UU No.22 Tahun 2007 ini berdasarkan keluhan anggota Bawaslu yang masih berada di bawah bayang-bayang KPU utamanya terkait dengan rekruitmen anggota Bawaslu. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam pasal 22 E UUD 1945 tidak merujuk pada sebuah nama institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggara pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum sehingga fungsi penyelenggara pemilu dilakukan oleh KPU dan pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihanumum.

Kedudukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sama halnya dengan KPU. Keindependensian Bawaslu penting adanya karena lembaga ini yang akan menentukan apakah sebuah pemilu berjalan luber dan jurdil. Bawaslu harus terbebas dari intervensi agar dapat melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik.Keindependensian lembaga pengawas juga merupakan salah satu indikator demokratis atau tidaknya sebuah pemilu.
Lembaga Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sedangkan lembaga dibawahnya masih bersifat ad hoc.Struktur keanggotaan Bawaslu , Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota dan Panwascam terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. Keterwakilan 30% perempuan juga menjadi perhatian Bawaslu.Sama halnya dengan KPU, kepemimpinan Bawaslu dan lembaga dibawahnya bersifat kolektif kolegial.

Dalam hal penemuan pelanggaran pemilu Bawaslu melakukan pengawasan bersama dengan jajarannya.Pelanggaran pemilu tersebutbisadiketahui melalui dua jalur yaitu melalui laporan dan juga temuan.Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.Sedangkan temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Laporan ataupun temuan yang didapatkan Bawaslu yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti melalui proses kajian paling lama lima hari. Jika dibutuhkan, Bawaslu juga memiliki kewenangan mengundang para pihak terkait untuk dimintai keterangannya (klarifikasi).
 Dari kajian ini akan menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu. Dalam kaitannya dengan bukan pelanggaran pemilu masih dua kemungkinan yaitu memang sama sekali tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran namun tidak melanggar undang-undang pemilu melainkan undang-undang tertentu. Dari hasil kajian tersebut, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak lain yangbersangkutan.
Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan.PerubahanitutidaklainbertujuanuntukmemperkuatkeberadaanBawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya UU No.15 Tahun 2011 menggantikan UU No.22 Tahun 2007.Perubahan penting mengenai tugas dan kewanangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam UU No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu.
Dalam Pasal 259 UU No. 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat final and binding.
Langkah pengembalian kewenangan penyelesain sengketa pemilu oleh Bawaslu belum dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu.Ketika sengketa pemilu diajukan, Bawaslu masih keteteran menyiapkan peraturan teknisnya. Terhadap pengawasan pun belum dilakukan maksimal oleh Bawaslu pada pemilu 2014 dengan masih carut- marutnya DPT. Keraguan-raguan dalam menindak pelanggaran pemilu juga masih menjadi masalah anggota Bawaslu.
Dari fakta-fakta tersebut, tentunya menjadi perhatian tersendiri.Perihal tidak maksimalnya peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya selalu menjadi sorotan setiap berakhirnya Pemilu, meskipun selalu ada perubahan peraturan perundang-undangan pemilu setiap menjelang tahun pemilu dengan tujuan menguatkan kedudukan Bawaslu.Perubahan pengaturan mengenai Bawaslu setiap pelaksanaan pemilu diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang posisi, organisasi dan fungsilembaga tersebut.
Hal ini juga yang mendasari adanya usulan perubahan terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu untuk menyongsong Pemilu 2019.Melalui pembahasan di DPR, lahirlah Undang-undang pemilu yang baru yakni UU No. 17 Tahun 2017.Dalam Undang-undang ini terdapat beberapa perubahan Bawaslu yang diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Bawaslu.
2.4. Kerangka Pikir






2.5. Defenisi Operasional
· Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilhan Umum

· Dasar Hukum adalah aturan hukum yang mendasari suatu lahir atau hilangnya suatu hak
· Kewenangan adalah otoritas untuk melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap suatu peristiwa hukum
· Sarana dan Prasarana adalah segala sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu
· Demokratis adalah penilaian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan kriteria lansung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil
· Bersih adalah suatu keadaan dimana dalam pelaksanaan pemilihan setiap kandidat dapat menerima hasil sebagai suatu yang benar
· Jujur adalah tindakan yang senantiasa mengedepankan persaingan secara
· Adil adalah ketika peserta pemilihan umum diberikan perlakuan yang sama yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif.Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam hal ini terkait netralitas aparatur sipil negara.
3.2. ObjekPenelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus kajian perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3.3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum;
3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor11/PUU-VIII/2010

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1) Buku-buku yang terkait dengan temaskripsi;
2) Jurnal; dan
3) Artikel dan berita-berita di internet.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;dan
2) Kamus istilahhukum.

2. Metode PengumpulanData

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahanpenelitian.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendeketan komparatif ini dipilih karena penulis melakukan perbandingan terhadap dua UU yaitu UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penulis melakukan juga analisis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap penelitian yangdilakukan.

4. Analisis BahanHukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bahan hukum yang diperoleh dari peneltian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalampenelitian;

b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnyadisistematisasikan;
c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dibutuhkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu dirasa sangat penting.Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini dibutuhkan agar hak politik masyarakat dapat terjamin. Salah satu cara agar kualitas penyelenggaraan pemilu dapat meningkat dibutuhkan penyelenggara yang profesional dan mempunyai integritas, kapabilitas serta akuntabilitas.
Membicarakan mengenai pemilihan umum, juga sekaligus mengharuskan kita untuk membahas mengenai demokrasi.Hal ini karena pemilu adalah “anak kandung” dari sistem demokrasi yang sekarang menjadi satu sistem ketatanegaraan yang dianut hampir seluruh negara di dunia.
Demokrasi sendiri merupakanpemerintahandarirakyat,olehrakyatdanuntukrakyat.Denganpengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa rakyat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.Pelaksanaan kehidupan bernegara harus berdasarkan kehendak rakyat.
Dalam sistem demokrasi, terdapat dua mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan negara.Pertama, yaitu mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah salah satu cara dimana masyarakat hadir secara langsung untuk ikut serta menentukan arah kebijakan yang ditempuh oleh negara.
Mekanisme ini dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno yang mana wilayah negara ini tidak terlalu luas dan jumlah masyarakat yang masih sedikit.
Mekanisme yang kedua, adalah mekanisme demokrasi tidak langsung dimana masyarakat tidak hadir secara langsung melainkan mewakilkannya kepada orang- orang tertentu yang dipercayainya untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan kepentingannya.
Demokrasi ini biasa dikenal dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini muncul akibat dari semakin bertambahnya populasi penduduk dengan luas wilayah negara yang besar dimana ada keterbatasan fasilitas sehingga susah untuk menghimpun seluruh warga negara untuk menyampaikan aspirasinnya.
Pelaksanaan demokrasi langsung atau perwakilan ini adalah dengan cara rakyat memilih wakil untuk mengisi jabatan di dalam parlemen atau lembaga negara yang lain melalui sebuah proses pemilihan. Inilah yang kemudian kita kenal dengan pemilihan umum.
Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan secara demokratis.
Jika melihat kembali pada sejarah pelaksanaan pemilu diIndonesia setelah reformasi, cita-cita pelaksanaan pemilu yang demokratis masih jauh dari harapan.Terlebih lagi, pada rezim orde baru yang mana bersifat sangat otoriter sehingga pemilu dilaksanakan sedemikian rupa untuk melenggangkan kekuasaan penguasa saat itu.Berakhirnya rezim Orde Baru, menguatkan cita-cita untuk melaksanakan pemilu dengan sebaik dan sedemokratis mungkin. Tercatat setelah reformasi, Indonesia sudah melaksanakan pemilu baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislative, sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1999,2004,2009, 2014 dan yang terkahir tahun 2019. Di setiap tahun pelaksanaan pemilu tersebut selalu memunculkan dinamika yang diakibatkan oleh situasi politik yang terjadi pada saat itu.Pemilu pertama yang dilaksanakan tepat setelah reformasi adalah pemilu tahun 1999.Pemilu 1999 merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis.
Meskipun waktu persiapan penyelenggaraan singkat namun, pemilu 1999 dianggap sebagai pelaksanaan pemilu terbaik setelah 1995.Hal ini dilihat dari perbaikan sistem baik dalam electoral laws maupun dalam electoral process, sehingga ditinjau dari tiga kriteria kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur sebenarnya sudah terpenuhi.

Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan. Perubahan UUD 1945 telah merubah sistem ketatanegaraanIndonesia yang kemudian berimplikasi pada rekruitmen elit politik.
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah adanya amandemen UUD 1945.Perubahan peraturan mengenai pemilu yang penting dalam amandemen UUD 1945 telah dilaksanakan pada pemilu 2004.Dalam pemilu 2004 untuk pertama kalinya rakyat bisa secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional.Selain itu, perubahan yang terjadi dalam hal mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presdien dan dibentuknya DPD.Perubahan juga terjadi pada pola rekruitmen kepala daerah yang efektif dilaksanakan setelah pemilu nasional 2004.

Pembaharuan sistem pemilu pun dilakukan pada pemilu tahun 2004.Perubahan tersebut yaitu penerapan sistem ambang batas, yaitu electoral treshold, parliamentary treshold dan presidential treshold.
Parliamentary treshold pada pemilu tahun 2004 ini yaitu 2,5%. Apabila partai politik yang memperoleh suara dengan presentase kurang dari 2,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR. Sistem ini pun masih digunakan pada saat pelaksanaa pemilu tahun 2009.Kelembagaan penyelenggara pemilu juga mengalami perubahan.Pada pemilu tahun 2014 ini keanggotaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu ini tidak lagi diiisi oleh perwakilan partai politik melainkan dari individu yang dipilih oleh DPR.Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya conflict of interest di dalam KPU. Keindependensian KPU ini yang kemudian dituangkan dalam pasal 22Eayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”
Setiap menjelang pemilihan umum, selalu terjadi perubahan peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilu.Perubahan ini berkaca pada kekurangan pemilu-pemilu sebelumnya utamanya mengenai pelanggaran pemilu.Pelanggaran pemilu dan pemilu sudah seperti “mata rantai” yang selalu terjadi dalam setiap tahun pemilu. Oleh karena itu untuk mencegah ataupun meminimalisir  kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan dibutuhkan sebuah lembaga pengawas. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom.
Lembaga pengawas pemilu bisa dikatakan baru lahir pada tahun 1999.Meskipun pada pemilu sebelumnya sudah ada pengawasan pemilu, namun baru dalam pemilu 1999 ini lah pengawas pemilu benar-benar mandiri.Pengawas pemilu pada tahun 1999 ini bernama Panwaslak.Setelah pemilu 1999 terjadi perubahan nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu).
Perubahan terhadap Pengawas Pemilu baru dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menegaskan untuk melakukan pengawasan pemilu dibentuk Panwaslu Pusat,, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan.
Selain itu dalam undang-undang ini peraturang mengenai Panwaslu lebih baik jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.Namun masih saja terdapat celah kekurangan dalam peraturan ini seperti dalam struktur organisasiPanwaslu yang berada dibawah KPU dan kewenangan Panwaslu yang masih belum maksimal karena rekomendasi temuan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu sering diabaikan.
Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang masih terdapat beberapa kekurangan terhadap penyelenggaraannya dan banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini terdapat perubahan yang mengarah kepada penguatan lembaga pengawas pemilu. Penguatan tersebut dilakukan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang bersifat tetap yang diberi nama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Peningkatan penyelenggaraan pemilu tidak hanya terkait dengan apakah KPU dapat menyelenggarakan pemilu bisa berjalan dengan baik hingga tahap akhir. Namun ada hal lain lagi yaitu mengenai pengawasan pelanggaran pemilu yang dalam hal ini dilakukan oleh pengawas pemilu. Pengawas Pemilu yang kemudian disebut dengan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 atas diajukannya Judicial Review Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, menempatkan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu  bersama dengan KPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mempunyai urgensi sebagai lembaga pengawas pemilu agar pemilu dapat berjalan secara bersih, jujur, fair danadil.
Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sudah diatur sedemikian rupa mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, namun hal itu belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh Bawaslu. Keberadaan lembaga pengawas yang semakin dianggap penting keberadannya untuk mencegah praktik kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu, membuat perlu adanya perubahan terhadap aturan mengenai Bawaslu agar kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu dapat meningkat. Mengingat fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu.
Lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan salah satu peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. Sebagai proses demokrasi, besar harapan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat berjalan baik sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas adalah dengan adanya pelanggaran pemilu.Pelanggaran pemilu ini berpotensi terjadi pada saat masa kampanye hingga rekapitulasi suara. Pada saat pelaksanaan pemilu 2014 pun telah  ditemukan adanya pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik maupun pidana pemilu yang telah dilaporkan dan ditindak olehBawaslu.
Beberapa pelanggaran tersebut adalah yang pertama, dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan partai Golkar melalui salah satu televisi nasional.Iklan partai Golkar tayang setiap hari dengan durasi 5-10 kali penayangan.Iklan menampilkan tagline-tagline memperkenalkan partai, gambar partai, nomor urut partai dan sosok ketua umum partai.
Kasus ini telah dilaporkan kepada Bawaslu.Untuk menentukan pelanggaran pemilu tersebut merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu harus terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.Dalam putusannya ini, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Golkar diatas termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu.Namun dalam lanjutannya, Kepolisian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan alasan tidak memenuh unsur tindakpidana.

Kasus kedua adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan KPU.Atas pelanggaran ini Bawaslu merespon dengan cepat pelaporan dengan melakukan penurunan alat peraga bersama-sama aparat daerah.
Kasus ketiga adalah temuan dugaan tindak pidana pemilu berupa politik uang yang dilakukan pada saat masa tenang kampanye.Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh dua orang caleg DPR RI Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan satu orang caleg DPRD di daerah dan Jakarta Timur.Hasiltemuan ini telah dilaporkan ke Bawaslu namun tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut setelahnya.

Kasus selanjutnya adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Presiden Prabowo Subianto yang mengirimkan surat pribadi kepada guru-guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di beberapa daerah yang dikirimkan melalui alamat sekolah. Surat tersebut berisi mengenai program yang akan dilakukan bila terpilih serta meminta doa restu agar terpilih sebagai Presiden. Atas pelanggaran ini, Bawaslu menyatakan bahwa tindakan ini termasuk pelanggaran adminstrasi dan merekomendasikan agar KPU menyampaikan teguran bagi capres Prabowo dan tindakanlainnya.

Selain contoh kasus di atas, Bawaslu di tingkat Provinsi juga telah melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan pengawasan pemilu.Salah satunya adalah Bawaslu Provinsi DIY. Sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD da DPRD Tahun 2014, Bawaslu DIY dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah memproses sebanyak 292 pelanggaran terdiri dari 218 pelanggaran adminstrasi, 4 kode etik, 1 sengketa, bukan pelanggaran pemilu 21, dihentikan 46.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini ada beberapa perubahan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang yang mengarah kepada penguatan Bawaslu.Penguatan Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 ini mengadopsi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:
“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memlih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 5 tersebut di atas, memberikan legitimasi kepada Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar pelaksanaan tugasnya semakin kuat. Penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu juga terlihat dari perubahan kelembagaan Bawaslu yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.Dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalahbersifat tetap.Jika dalam Undang-undang yang sebelumnya hanya Bawaslu Pusat yang bersifat tetap kini Bawaslu Provinsi juga bersifat tetap.Ketentuan yang mempermanenkan Bawaslu Provinsi ini sekaligus menjadi jawaban dualisme sifat kelembagaan Bawaslu antara pusat dan daerah yang menyebabkan inefektifitas pengawasan Pemilu 2009.
Sedangkan untuk lembaga pengawas dibawahnya masih bersifat adhoc.
Keanggotaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 mengatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; PanwasluKecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan untuk jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. Masih dalam Pasal 72, struktur keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Untuk pemilihan ketua nya dipilih dari dan oleh anggota lembaga ini sendiri. Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Sama halnya dengan KPU, kepemimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam bersifat kolektif kolegial dimana kekuasaan tertinggi ada di dalampleno.

Terkait dengan tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini tidak banyak menambah atau mengurangi dari Undang-Undang sebelumnya, hanya saja dalam Undang-Undang ini diatur lebih rinci. Pengaturan mengenai tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 73.Tugas utama Bawaslu masih dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu diberi tugas untuk menyusun pedoman atau standar pelaksanaan pemilu untuk lembaga pengawas dibawahnya dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Pengawasan Pemilu dalam Pasal 73 ayat (3) dibagi kedalam dua tahapan yaitu pengawasan pada saat tahapan persiapan pemilu dan pengawasan pada saat tahapan pelaksanaan pemilu. Pengawasan pada saat persiapan penyelenggaraanpemilu terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, sosialisasi penyelenggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan persiapan ini hampir sebagian besar pelaksanaanya dilakukan oleh KPU, sehingga peran Bawaslu secara tidak langsung dalam tahap ini mengawasi KPU agar persiapan pelaksanaan pemilu berjalan denganbaik.
Tahapan pengawasan kedua yakni pada saat pelaksanaan Pemilu dimana tahapan ini adalah tahapan pengawasan yang sangat penting karena potensi terjadinya kecurangan terbuka lebar. Dalam tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang terdiriatas:
1. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilihtetap
2. Penetapan peserta pemilu;
3. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakila Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaankampanye;
5. Pengadaan logistik pemilu danpendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai kePPK;
8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPUKabupaten/Kota;
9. Proses rekapitulasi hasl penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, danKPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan;
11. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait denganPemilu;
12. Pelaksanaan putusan DKPP;dan
13. Proses penetapan hasilpemilu.
Potensi pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu yang telah diuraikan diatas berpotensi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun juga bisa dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini ada partai politik dan juga masyarakat berpotensi melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan bisa berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.Oleh karena itu pengawasan oleh Bawaslu dalam tahapan pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara ketat dan menyuluruh.
Selain tugas pengawasan , ada beberapa tugas Bawaslu lain yang telah diatur dalam Pasal 73 ayat (3) ini yaitu mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI; memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana oleh instansi yang berwenang; mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; evaluasi pengawasan pemilu; menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaran Pemilu; menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturanperundangan-undangan.
Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 73 ayat (4) yakni yang pertama adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemilu. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur,baiklangsung dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.
Kewenangan kedua yaitu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang. Dari kajian yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut maka akan disimpulkan apakah dugaan pelanggaran tersebut memang sebuah pelanggaran atau tidak, atau pelanggaran namun bukan pelanggaran administrasi melainkan pelanggaran pidana pemilu.
Kewenangan selanjutnya yaitu menyelesaikan sengketa pemilu.Sengketa pemilu ini adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat akibat dikeluarkannnya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Keputusan Bawaslu atas sengketa pemilu bersifat terakhir dan mengikat atau final and binding.Namun atas putusan yang bersifat final and binding tersebut terdapat  pengecualian untuk keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 Maksud dari hal tersebut adalah, jika sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat sudah melakukan proses penyelesaian terlebih dahulu diBawaslu.
Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu ini sudah terlaksana ketika pada tahun 2013 yang lalu, Bawaslu meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta pemilu 2014. Selain itu, berdasarkan data dari Bawaslu pada saat pelaksanaan Pilkada 2015 yang lalu, dari 269 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah terdapat 84 daerah yang terdapat sengketa. Tercatat ada 136 penyelesaian sengketa pemilihan yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu dengan rekapitulasi 13 permohonan tidak diregistrasi, 9 permohonan yang tidak diterima dan 114 permohonan diregistrasi.

Kewenangan selanjutnya adalah membentuk Bawaslu Provinsi serta mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi.Pembentukan Bawaslu Provinsi ini untuk menggantikan Panwaslu di tingkat Provinsi. Jika pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Bawaslu mempunyai kewenangan untuk membentuk Panwaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota dengan sifat kelembagaan yang hanya sementara, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini Bawaslu mempunyai kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap.
4.2. Kewenangan Badan  Pengawas  Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, telah mengatur posisi Bawaslu dengan sedemikian rupa bahkan diperkuat agar bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun, fakta di lapangan belum menunjukkan hal yang  demikian. Meskipun peraturan mengenai pengawasandan penindakan hingga pengembalian kewenangan penyelesaian sengketa sudah dikembalikan, namun belum dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu. Hal ini terlihat pada saat pemilihan umum 2014 dimana banyak sengketa pemilu diajukan, justru Bawaslu masih “keteteran” menyiapkan peraturan teknisnya.
 Selain itu penindakan  pelanggaran Pemilu yang tidak dilakukan dengan cepat dan harus melalui penyelesaian di Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mana dirasa hal ini terlalu sulit dan rumit yang berujung pada terbengkalainya penindakan pelanggaranpemilu.
Beberapa celah kekurangan dari pengaturan Bawaslu dalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan Pemilihan Umum 2019. Sebagaimana yang telah dilaksanakan bahwa Pemilihan Umum 2019 sangat penting dan “istimewa” karena dalam pemilihan umum ini merupakan kali pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)  dilaksanakan secara bersamaan  danserentak. 

Revisi UU Pemilu melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini merupakan penyederhanaan atau penggabungan dari tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggabungan tiga undang-undang ini dilakukan dengan alasan bahwa keempat UU ini mempunyai kesamaan asas, tujuan, pelaksanaan, tahapan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dan pengaturan di dalam empat UU ini yang masih tumpang tindih danbertentangan.
Pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami beberapa perubahan jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang sebelumnya.Dalam Undang-Undang ini peraturan mengenai Bawaslu juga terlihat lebih banyak karena diatur lebih rinci. Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 89 ayat (2) terdiri atas:
a. Bawaslu;
b. BawasluProvinsi;
c. BawasluKabupaten/Kota;
d. PanwasluKecamatan;
e. PanwasluKelurahan/Desa;
f. Panwaslu LN;dan
g. PengawasTPS.
Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menggantikan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Perubahan ini hanya sebatas perubahan nomenklatur saja.Perubahan dari Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ini dilakukan untuk menyetarakan dengan Bawaslu Provinsi yang mana telah mengalami perubahan dari Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi.
Sifat kelembagaan Bawaslu juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, kini Bawaslu Kabupaten/Kota juga bersifat tetap. Perubahan ini dilakukan untuk menyetarakan antara KPU dan Bawaslu ditingkat Kabupaten dimana sebelumnya KPU Kabupaten/Kota telah terlebih dahulu bersifat permanen.Untuk kelembagaan dibawah Bawaslu seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS masih bersifat adhoc.
Perubahan jumlah anggota Bawaslu juga dilakukan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Dalam Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa jumlah anggota:
a. Bawaslu sebanyak 5 (lima)orang;
b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh)orang;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;dan
d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga)orang.

Pengaturan mengenai penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan berdasarkan penghitungan jumlah penduduk serta luas wilayah masing-masing. Penambahan jumlah anggota atau komisioner Bawaslu dilakukan dengan melihat beban kerja Bawaslu sendiri dalam tahapan Pilkada 2018 serta Pemilu serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020. Waktu yang berdekatan serta melihat peluang pelanggaran Pemilu yang kemungkinan besar akan banyak terjadi membutuhkan penambahan komisioner Bawaslu agar pelaksanaan pengawasan pemilu berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 567 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa penambahan anggota Bawaslu ini dilakukan melalui proses seleksi. Sama halnya dengan perubahan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, penambahan untuk anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak Undang-Undang inidisahkan.
Dalam Pasal 92 ini juga merinci tentang jumlah anggota pengawas pemilu dibawah panwaslu Kecamatan.Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa 1 (satu) orang, jumlah anggota Panwaslu Luar Negeri berjumlah 3 (tiga) orang dan pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang disetiap TPS. Masa jabatan dari keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun.
Tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur secara rinci dalam Pasal 93.Dalam Undang-Undang ini tugas pengawasan Bawaslu bertambah banyak.Tugas Bawaslu tidak hanya sekedar mengawasi namun bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.Pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu masih dilakukan pada saat tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu. Ada sedikit hal yang berbeda dalam pengawasan Bawaslu, jika dalam Undang-Undang sebelumnya penataan dan penetapan daerah  pemilihan masuk dalam tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu, dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasukkan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Tugas pengawasan yang baru diatur dalam Undang-Undang ini yaitu Bawaslu mencegah terjadinya politik uang.Hal ini dirasa penting untuk kemudian diatur dalam Undang-Undang mengingat praktik politik uang yang masih sangat banyak terjadi dalam setiap pelaksanaanpemilu.
Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas baru yang harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu juga bertugas mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu seperti mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, mengawasi keputusan KPU, KPU Provinisi dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang ataspelanggarannetralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas menyampaikannya kepada DKPP.Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu untuk menyatakan apakah pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemilu.Gakkumdu sendiri merupakan gabungan dari Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.Gakkumdu sendiri masih melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam pasal486.
Sama halnya dengan tugasnya, kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini.Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu dalam Undang- Undang 15 Tahun 2011 dimana mengenai temuan pelanggaran adminstrasi oleh Bawaslu hanya bersifat rekomendasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi.Sedangkan untuk temuan adanya politik uang, yang sebelumnya masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, kini masuk dalam kewenangan Bawaslu untuk memberikan keputusannya.Sebelumnya temuan adanya politik uang, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penyelesaiannya di Gakkumdu.Bagi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286, Bawaslu berwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonannya dalam pemilihan umum.
Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa pemilu.Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri. Proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu secara rinci diatur dalam Pasal 468. Proses ajudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat.Kewenangan untuk memutus sengketa pemilu secara tidak langsung menjadikan Bawaslu sebagai lembaga “setengah” peradilan.Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.Rekomendasi ini disampaikan kepada masing-masing institusi yangberwenang.
Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat banyak sekali perubahan-perubahan strategis terhadap Bawaslu.Perubahan ini dirancang sedemikian rupa oleh para pembentuk Undang-Undang untuk memaksimalan fungsi serta kewenangan Bawaslu yang pada peraturan-peraturan sebelumnya masih terdapat celah kekurangan. Perubahan ini memberikan angin segar terhadap pelaksanaandemokrasi di Indonesia.
Jika dilihat secara seksama, pengaturan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengarah kepada penguatan lembaga pengawas ini.Hal ini terlihat dari dibentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap.Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota ini untuk semakin menguatkan lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota mengingat kompleksitas permasalahan dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.Penguatan Bawaslu juga bisa dilihat dari semakin banyak dan kuatnya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri.
Salah satu kewenangan baru yang terlihat mencolok adalah Bawaslu dapat memutus pelanggaran administrasi pemilu.Kewenangan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang mana Bawaslu hanya sekedar memberikan rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilu sedangkan pemberi keputusan adalah KPU. Kewenangan baru ini membuat Bawaslu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengawasan namun juga menjalankan proses peradilan. Keputusan yang diambil Bawaslu ini bersifat terakhir dan mengikat.
Dari kewenangan yang baru ini menurut Didik Supriyanto terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya. Kedua, hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani proses pelanggaran administrasi, jelasmenambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele dan menjauhkan substansi demokrasi. Ketiga perekrutan anggota Bawaslu yang semata-mata sebagai pengawas pemilu belum tentu memenuhi kemampuan sebagai hakim peradilan.

Selain kewenangan untuk mengadili pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang.Politik uang seakan masih menjadi pekerjaan rumah untuk para penyelenggara pemilu. Praktik politik uang yang selama ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif masih sangat susah untuk diatasi.
Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sekaligus menjadikan lembaga pengawas ini sebagai lembaga permanen untuk dapat mengakomodir banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu.Hal ini diikuti dengan penambahan jumlah anggota Bawaslu yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.Peralihan Bawaslu Kabupaten/Kota dari sebelumnya Panwaslu Kabupaten/Kota serta penambahan jumlah anggota Bawaslu dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Atas kewenangan kuat yang telah diberikan ini tidak menghindari kemungkinan akan munculnya perselisihan dengan lembaga yang lain. Oleh karena itu Bawaslu harus bertindak responsif dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis seperti peraturan teknis tentang kewenangan memutus pelanggaran pemilu dan penindakan terhadap politik uang.Meluasnya kewenangan Bawaslu ini juga mengharuskan Bawaslu untuk lebih selektif dalam memilih anggota Bawaslu.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dimana didalamnya kewenangan Bawaslu yang diperkuat membawa harapan besar agar lembaga pengawas ini dapat menjalankannya secara maksimal nyatanya belum mampu memeberikan hasil yang maksimal. Mengingat pada tahun 2019 yang telah diselenggarakan secara serentak dimana  data evaluasi kinerja bawaslu 2019 menunjukkan banyaknya pelanggaran pemilu dengan proses penyelesasian hingga beberapa bulan pasca pemilihan, perluasan kewenagan Bawaslu sejatinya diharapkan bisa memaksimalkan kinerja bawaslu dengan tanpa tebang pilih dan bisa menindak dengan tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri bukan hanya di daulat pada proses penyelesaian pelanggaran malainkan lebih fokus pada pengawasan yakni pada ranah pencegahan Sehingga dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya perlua adanya perbaikan yang semakin menguatkan dan mngokohkan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya berfokus pada penindakan melainkan juga pada tahap pencegahan.
BAB IV 
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasar pada uraian hasil penelitian dan pembahan tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai beberapa kewenangan yaitu:
a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu termasuk di dalamnya adalah keputusan-keputusan KPU;
b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yangberwenang;
c. Menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final and binding;
d. Membentuk Bawaslu Provinsi;dan
e. Mengangkat dan memberhentikan anggota BawasluProvinsi.
2. Pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih banyak, luas dan rinci jika dibandingkan peraturan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tugas baru Bawaslu lainnya adalah pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tugas lainyayaitu:
a. Mengawasi pelaksanaan putusanDKPP,
b. Mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu,
c. Mengawasi putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan BawasluKabupaten/Kota,
d. Mengawasi keputusan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, anggotan TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Sama halnya dengan tugasnya, kewenangan Bawaslu juga bertambah.Adapun Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus beberapa pelanggaran yang pada peraturan sebelumnya kewenangan Bawaslu hanya bersifat rekomendasi.Bawaslu berwenang untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, berwenang untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang.Bawaslu juga berwenang untuk memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri terhadap sengketa pemilu.Kewenangan lainnya adalah Bawaslu dapat memberikanrekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam menindak pelanggaran pemilu sehingga disebut sebagai lembaga quasi peradilan, sehingga Bawaslu harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang kewenangan yang sangat penting dalam pengawasankepemiluan.
2. Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan pemilu serta dapat bersinergi dengan Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil, sertademokratis.
3. 
Dengan mendasarkan penilaian pada hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan umum 2019 maka perlu adannya penyempurnaan dalam perluasan kewenagan yang telah diberikan oleh UU No 7 Tahun 2017 kepada Bawaslu.
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